BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan

sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan yaitu :

1. Sahnya status selarian menurut hukum adat Serawai Manna Bengkulu Selatan

a.

Syarat-syarat perkawinan selarian yaitu ada persetujuan antara laki-laki dan
perempuan yang akan menikah, ada wali mempelai perempuan yang
melakukan akad, dihadiri dua orang saksi dan ada ijab kabul.

Pernikahan yang diawali dengan proses selarian di Kecamatan Manna
Kabupatan Bengkulu Selatan akad nikahnya dilakukan secara agama, dalam
hal ini-agama Islam dan pernikahan yang diawali dengan proses selarian

dicatat oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama.

2. Sahnya. selarian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor.1-Tahun 1974

tentang Perkawinan.

a.

Syarat-syarat perkawinan perkawinan yang diawali dengan proses selarian
sudah sesuai dengan dengan Syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pernikahan yang diawali dengan proses selarian di Kecamatan Manna
Kabupatan Bengkulu Selatan akad nikahnya dilakukan secara agama dalam
hal ini agama Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah,
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apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. Pernikahan yang diawali dengan proses selarian dicatat
oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-
tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan Per undang-undangan yang

berlaku.

B. Saran

Diharapkan kepada Masyarakat adat Serawai Manna Bengkulu: Selatan
khususnya para orang tua agar Kkiranya tidak terlalu mengekang kebebasan
anaknya dan tidak terlampau pemilih dalam hal jodoh anaknya, serta kepada anak-
anak (pemuda pemudi) hendaknya bersabar dalam hal menghadapi tantangan
orang tua karena bagaimana pun selarian (kawin lari) itu bukan lah suatu cara
Perkawinan yang baik menurut hukum adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan.
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